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ABSTRAK

Peran perempuan di dunia politik dalam satu dekade ini meningkat yang
mana didorong dengan adanya UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun
2008 yang didalamnya mengatur tentang kuota 30% Perempuan di DPR. Hal ini
membuat penyusun tergugah untuk melakukan penelitian terhadap respon PKS
yang mana notabene partai yang berbasis islami di wilayah DIY.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini merupakan penelitin lapangan
(field research). Teknik analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah
deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menganalisa respon pemikiran tokoh
PKS DIY, sikap, tindakan, dan dampak pemikirannya tentang UU No.12 Tahun
2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 mengenai kuota 30% Perempuan di DPR.

Hasil analisis, pemikiran, sikap, tindakan, dan dampak pemikiran tokoh
PKS DIY mengungkapkan bahwa tokoh DPW PKS mendukung penuh akan UU
No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% perempuan
diDPR. Sikap setuju dengan adanya kuota 30% perempuan di DPR oleh tokoh-
tokoh PKS DIY ini didukung dengan memberikan peluang kepada kader-kader
perempuan PKS DIY untuk maju keranah dunia politik. Dengan cara didorong
dan diberikan pelatihan-pelatihan, kegiatan sosial, dan juga pendidikan politik.
Pemberdayaan peran perempuan di PKS DIY sangat luar biasa, yang mana para
kader perempuan ditingkat potensinya sesuai dengan kapasitas yang
dimilikinya.akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKS tersebut
kurang mendukung terhadap penguatan peran politik perempuan. Hal tersebut
terbukti dengan beberapa program kerja yang dinyatakan oleh ketua bidang
perempuan PKS DIY yang mana masih kurangnya pendidikan politik untuk kader
perempuan. Ini berpengaruh terhadap minat para kader perempuan untuk terjun
keranah dunia politik. Di dalam Islam terdapat riwayat perempuan dalam
mengemukakan pendapatnya yang mana hal ini menjadi pedoman kaum
perempuan untuk aktif didunia publik. Jika dilihat dari Pemikiran, Sikap, dan
tindakanTokoh PKS DIY ini sesuai dengan kaedah fikih siyasah yang menyatakan
bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sama dalam berbuat amar ma’ruf nahi
munkar.

Kata Kunci : Respon Tokoh, PKS DIY, terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo.
UU No. 10 Tahun 2008, tentang Kuota 30% Perempuan di DPR.

Xiv



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia politik dalam satu dekade ini mengalami kemajuan dalam hal
memberdayakan peran politik perempuan. Hal ini terjadi karena munculnya
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak politik
perempuan. Banyak partai yang bersaing dalam pemberdayaan kaum
perempuan di dunia politik. Tuntutan kepada partai politik untuk
memberikan peluang kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi di dunia
politik dari periode pemilihan umum tahun 1999 sampai tahun 2009
menunjukan adanya peningkatan. Kursi DPR yang diduduki kaum
perempuan pada pemilu tahun 1999 sebanyak 8%, 40 perempuan dari total
500; pada pemilu tahun 2004 sebanyak 11,3%, 62 perempuan dari total 550;
sedangkan pada pemilu tahun 2009 sebanyak 18,6%, 104 perempuan dari
total 560 seperti dikutip dari laporan IPU (Inter-Parliamentary Union).'

Secara hukum dan undang-undang, perempuan Indonesia tidak
menjumpai halangan yang keras karena begitu merdeka pada tanggal 17
Agustus 1945, perempuan Indonesia telah menerima hak-haknya yang
penuh sebagai warga negara yang utuh. Hal ini berbeda dengan beberapa

negara,

' Syafputri, 2014, www.antaranews.com, perempuan indonesia dan politik. / pemilu /
berita/425327. Tanggal 12 April 2014.




termasuk negara-negara barat, dimana perempuan harus berjuang begitu
keras untuk mendapatkan hak politiknya.’

Dalam sistem demokrasi sendiri tidak ada perbedaan antara kaum
laki-laki dengan kaum perempuan mengenai hak-hak politik. Kedudukan
antara keduanya sama dengan artian sejajar. Hal yang menjadi pembedanya
adalah posisi kaum perempuan dimasyarakat. Masih adanya keraguan
terthadap kemampuan kaum perempuan tersebut.

Pada dasarnya menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) yang diproklamasikan PBB pada 1948, setiap orang tanpa
kecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya, secara
normatif DUHAM tidak membeda-bedakan manusia, termasuk tidak
membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena sebagai manusia
keduanya memiliki hak-hak asasi dan kewajiban yang sama.’

Hak politik perempuan di dunia publik sebenarnya telah ada dan
tertuang dalam konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan CEDAW — (The Unconvention On The
Elimination Of All Forms Of Dicrimination Against Women) yang disahkan
dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada tahun 1979. Sebagai ratifikasi

dari konvensi tersebut muncul Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang

2 Arimbi dkk, Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, (Yogyakarta : Kanisius, 1998),
hal.487.

? Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan, ( Bandung
: Mizan Pustaka, 2005), hal.218.



Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan
kemudian perjuangan perempuan tidak berhenti untuk memperoleh hak-hak
politiknya yang mana kemudian lahirlah Undang-Undang Pemilu No. 12
Tahun 2003 tentang kuota keterwakilan perempuan yang mencapai 30% di
parlemen.*

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang
Pemilu yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada Pasal 65 Ayat 1
Undang- Undang No. 12 Tahun 2003, maka setiap partai politik harus
mengajukan calon anggota DPR baik DPR RI, DPR Propinsi dan DPR
Kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.’

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
Legislatif dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
mengatur bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik sebanyak 30
%, bahkan dalam pasal 8 butir d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008,
disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan
perempuan pada kepengurusan partai politik untuk dapat menjadi peserta
pemilu. Dalam pasal 53 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa daftar
bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 %

keterwakilan peserta perempuan. Dengan adanya beberapa Undang-Undang

* Ibid, hal 287.

° Hajriyanto Y. Thohari, Partai Yang Berasakan Islam, (Jakarta: Media Seputar
Indonesia, 2008), hal. 15.



yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan, peraturan tersebut
menjadi lebih menguat. Keterwakilan perempuan di dalam dunia politik
seakan menjadi kewajiban suatu partai.

Dalam hal kaitannya dengan keterwakilan perempuan sebanyak kuota
30 % dalam suatu partai politik, penyusun ingin membahas Partai Keadilan
Sejahtera wilayah Yogyakarta yang nota bene partai berbasis islam. Sebagai
partai politik islam, Partai Keadilan Sejahtera dipandang oleh para
simpatisannya adalah sebuah partai yang islami. Dalam islam sendiri tidak
ada larangan untuk kaum perempuan berpartisipasi di dunia politik. Seperti
yang tercantum dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 30 menjelaskan
bahwa fungsi khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin, atau
atribut-atribut manusia yang lainnya seperti ras, etnis, atau status sosial.
Perempuan dan laki-laki mempunyai tanggungjawab dan kemampuan yang
sama sebagai khalifah. Kedua jenis kelamin juga sama-sama harus
mempertanggungjawabkan amalnya di dunia selama menjalankan tugas
sebagai khalifah.°

Berdasarkan pemaparan uraian permasalahan di atas, penyusun
berusaha untuk menguaknya dalam suatu penelitian yang merupakan suatu
fenomena menarik pada masa-masa sekarang ini dengan melakukan
penelitian tethadap suatu partai yang nota bene berbasis islam di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

5 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Yogyakarta : UIN-
MALANG PRESS, 2008), hal. 29.



B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Respon Tokoh DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY
dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang kuota 30% peran

politik perempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

D.

Tujuan dari penelitian ini berusaha untuk mengungkap fenomena
sosial tentang peran politik perempuan dalam partai keadilan sejahtera di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian mengenai peran politik perempuan ini antara
lain :

1. Di harapkan dapat memberikan sumbangsih kepada para pemikir politik
khususnya tentang peran politik perempuan.

2. Dapat menambah wawasan keilmuan kepada para mahasiswa dalam hal
kontekstualisasi Al Qur’an sesuai perkembangan zaman mengenai
peran perempuan dalam dunia politik.

3. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komperehensip
kepada organisasi pergerakan perempuan agar tetap menggunakan hak-

haknya dalam dunia politik.

Telaah Pustaka
Kajian mengenai Peran politik perempuan dalam khasanah keilmuan

sudah banyak dibahas dalam buku-buku maupun jurnal. Kajian ini



merupakan studi ilmu sosial yang dinamis dan selalu berkembang sesuai
perkembangan zaman. Beberapa buku yang membahas tentang peran
perempuan di dunia politik antara lain :

Di dalam bukunya “Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di
Indonesia”, dalam buku ini membahas tentang gerakan perempuan, yakni
pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk
membalas dendam kaum laki-laki yang pada historisnya kaum perempuan
memang ditindas dan dikekang dalam bentuk konstruk sosial. Dengan
demikian dapat dikatakan gerakan transformasi perempuan adalah suatu
proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-
laki dan perempuan) agar menjadi lebih baik. Hubungan ini meliputi
hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya, ideologi, dan termasuk di
dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.’

Dalam buku “Anotasi Dinamika Studi Gender” yang menjelaskan
bahwa dalam Al Qur’an menyebutkan peran penting perempuan dalam
keluarga maupun masyarakat. Dalam keluarga, sebagai isteri dan ibu,
perempuan harus turut andil dalam membina stabilitas keluarga dan
pendidikan anak. Sedangkan dalam masyarakat, perempuan sebagai sumber
daya potensial, harus turut berkiprah bersama laki-laki dalam multi fungsi

dan multi dimensi.®

7 Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar 2008), hal. 61.

¥ Waryono abdul ghafur ddan muh. Isnanto, Anotasi Dinamika studi Gender, (Yogyakarta
: PSW IAIN SUNAN KALIJAGA 2008), hal. 55.



Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut soekarno adalah
antara keduanya memiliki potensi sama, saling membutuhkan dan
melengkapi sehingga tidak dibenarkan adanya penindasan. Kesalahan yang
terjadi adalah adanya anggapan masyarakat atas inferioritas terhadap
perempuan yang terbungkus dalam bingkai teologis. Asumsi teologis Hawa
yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagai makhluk pendosa,
seluruhnya ditolak Soekarno sebagai ajaran agama yang sesungguhnya
merupakan implikasi ketimpangan sosiologis.9

“Pandangan Islam tentang Gender”, menjelaskan bahwa sumber daya
perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk
dikembangkan. Oleh sebab itu, sumber daya perempuan perlu
dikembangkan, jika tidak didorong dan dimanfaatkan secara optimal dalam
pembangunan, maka bangsa dan negara akan mengalmi kelambanan dan
kemunduran. "’

Secara khusus, menurut islam perempuan dan laki-laki mempunyai
beberapa persamaan antara lain :

a. Dari segi pengabdian, yang membedakan adalah tingkat
ketakwaannya kepada Allah SWT.
b. Dari segi status kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan

Allah dalam derajat yang sama.

? Ibid, hal. 65.

' Mansur Fakih, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya
: Risalah Gusti, Cet. 2. 2000), hal. 151.



Dari uraian di atas, bahwa Islam menegaskan perempuan dibutuhkan
untuk saling melengkapi dalam kehidupan manusia, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Saling melengkapi dalam artian laki-laki tidak
boleh sewenang-wenang untuk merebut hak-hak yang dimiliki kaum
perempuan.'’

“Konsep Kesetaraan Wanita Dalam Perspektif Al-Qur‘an (Analasis
Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)”, hasil dari penelitiannya bahwa
penafsiran Hamka tentang ayat-ayat mengenai perempuan menyangkut
penciptaan, kepemimpinan, dan status kedudukan perempuan adalah
bercorak normatif-tekstual dalam substansinya dan instrumen-instrumen
penafsirannya melampaui penafsiran literal. Konsep kesetaraan yang
dibangun Hamka pada intinya berpijak pada prinsip penegakan prinsip
keadilan. Dalam konsepnya, bahwa dari sisi penciptaan perempuan sama
dengan laki-laki, keduanya sama memiliki peluang untuk menjadi yang
terbaik, sedangkan kepemimpinan rumah tangga secara normatif dan realitas
adalah ditangan suami dalam konteks kepemimpinan yang bersifat
organik."

“Gender and Politics”, menjelaskan bahwa berbicara tentang gender

senantiasa tersekat-sekat oleh ruang dan waktu, implikasinya berakibat

cukup serius. Maka, perlu adanya batasan-batasan tentang kesetaraan

" 1pid, hal. 152.

"2 Skripsi Dudung Hamdun, “Konsep Kesetaraan Wanita Dalam Perspektif Al-Qur‘an
(Analasis Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)”, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008.



tersebut. Dengan menyadari akan visi transfomatif dan peran partisipatif
yang dimiliki oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam
hal ini, sesungguhnya secara kategoris batasan tentang gender selalu berada
dalam kondisi sedang dikonstruksi secara sosial untuk menciptakan
pemberdayaan tentang gender yang lebih menekankan pada prinsip
keadilan."

“Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender”, yang menjelaskan
bahwa dalam Islam harkat dan martabat kaum perempuan dijunjung tinggi,
hal tersebut merupakan salah satu misi Nabi Muhammad SAW. Karena
pada masa sebelumnya kaum perempuan merupakan bagian tertindas,

termarjinalkan, dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan.'*

E. Kerangka Teoritik
Berbicara mengenai penguatan peran politik perempuan dalam dunia
politik tidak terlepas dari strategi politik suatu partai, hal ini sangat
berpangaruh dalam menentukan arah pergerakan partai tersebut. Kebijakan
pemerintah dalam pemberdayaan kaum perempuan di dunia politik

sepertinya membuat partai politik berusaha untuk mengubah kebiasaan lama

" Siti Hariti Sastriyani, Gender and Politics, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009), hal.
523.

'* Mufidah, “Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender”, (Malang : UIN-Malang
Press, 2008), hal. 19.
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dalam strategi politik, kaum maskulin (baca:laki-laki) lah yang bisa
menduduki jabatan diparlemen.

Menurut Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua
kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran
berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang
dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi
(Mas’oed, Mohtar 1989). Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya
berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang
berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan
peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan
segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka
berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang
bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain."®

Keterwakilan kaum perempuan didunia politik pun masih rendah, hal
ini menurut pandangan aliran feminisme barat terdapat dua penjelasan
penyebabnya yaitu ; pertama, kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam
politik adalah kesalahannya sendiri dalam artian kaum perempuan masih
banyak kekurangan, seperti kurangnya pendidikan, wawasan, dan memiliki

rasa minder (kemampuan dalam bersaing). Kedua, antara kaum perempuan

5 http : // fahir- blues. Blogspot .com /2013 /06/ teori - peran —dan -definisi-peran-

menurut. html. Tanggal 19 April 2014.
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dengan laki-laki tidak mempunyai persamaan (inequality), struktur
hubungan antara keduanya di masyarakat.'®

Dari pandangan feminime barat diatas merupakan sebagian faktor
penyebab kurangnya partisipasi kaum perempuan di dunia politik. Namun,
pada dasarnya antara keduanya sama-sama menuntut ; pertama, perlunya
meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik sebagai bentuk
realisasi dari dunia politik. Kedua, sebagai kelanjutan dari tuntutan pertama,
dilakukan upaya-upaya kongkret untuk memberdayakan kaum perempuan
guna membebaskan mereka dari subordinasi laki-laki."”

Kesempatan peluang bagi kaum perempuan pada masa-masa sekarang
ini semakin terbuka lebar. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur
tentang keterwakilan peran politik perempuan di suatu partai politik sebesar
30%, kaum perempuan harus bisa mengambil kesempatan tersebut dengan
sebaik-baiknya. Hal ini berkaitan dengan penguatan peran politik
perempuan yang telah menjadi suatu kebijakan pemerintah, hal tersebut
menjadikan dalam suatu partai politik perempuan harus ikut serta untuk
andil di dunia politik.

Dalam Islam sendiri kaum perempuan dan laki-laki memiliki potensi
untuk meraih prestasi yang sama sebagai manusia, keduanya sama-sama
mempunyai kewajiban dalam berbuat ma’ruf dan juga mencegah

kemungkaran yang ada dibumi. Al-Qur’an menjelaskan tentang berbuat

' Sugiarti, “Gender dan politik”, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2003),
hal. 57.
"7 Ibid, hal. 58.
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kebajikan, Allah tidak melihat status gender, hal tersebut tercantum dalam

surat An-Nahl ayat 79 yaitu :

2 ey dub Sy aneoidl etagny Sl S5 s Blo Jas e

Oskorl STl oty

Al-Qur’an menyampaikan pesan yang tegas bahwa prestasi seseorang,
baik dalam aktifitas spiritual maupun dalam karier profesional, tidak selalu
dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Islam memberikan
kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi
secara maksimal."®

Dalam suatu negara demokrasi, peran dan partisipasi politik
perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada
prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami
kepentingan dan kebutuhan untuk kaumnya sendiri. Sehingga mereka harus
terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang
berhubungan langsung dengan kepentingan kaum perempuan.

Dengan dukungan pemerintah yangmana mengeluarkan peraturan
perundang-undangan mengenai partisipasi dan peran politik perempuan.

Partai politik menghadapi tantangan untuk ikut memberdayakan peran

'S Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”, (UIN-Malang Press,
2008), hal. 33.
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politik perempuan, karena sudah menjadi suatu kewajiban partai politik
untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berkaitan dengan kapabilitas sistem politik suatu partai politik.
Partai sendiri merupakan kendaraan politik bagi kaum perempuan sebagai
wadah partisipasi peran politik perempuan dan juga sebagai pilar demokrasi
yang memiliki fungsi dalam memberikan pendidikan politik. Dan dengan
munculnya kebijakan pemerintah mengenai kuota 30% peran politik
perempuan dalam suatu partai politik, penyusun ingin mengetahui lebih jauh
mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera di
wilayah Yogyakarta dalam melaksanakan peraturan tersebut. Langkah
tersebut merupakan suatu bentuk dari respon tokoh PKS DIY dalam

menanggapi kebijakan pemerintah terkait kuota 30% perempuan di DPR.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini adalah penelitian
lapangan (field research), disusun dengan mengambil data yang ada di
Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Yogyakarta.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan
dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari hasil penelitian di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder

diambil dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan peran politik
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perempuan, jurnal, undang-undang, pendapat para tokoh struktura PKS

DIY yang berkaitan dengan peran politik perempuan.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a.

Subyek penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah orang yang
mempunyai wawasan dan mempunyai jabatan struktura dalam
Partai Keadilan Sejahtera wilayah DIY dijadikan informan untuk
memberikan data yang diperlukan penyusun.

Obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah hal yang
berkaitan dengan respon tokoh PKS DIY terhadap UU No. 12
Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30%

Perempuan di DPR.

3. Teknik Pengumpulan Data

a.

Wawancara

Teknik yang digunakan oleh penyusun yakni interview dengan
pihak-pihak yang bersangkutan di Partai Keadilan Sejahtera
Wilayah DIY.

Dokumentasi

Penyusun menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara
mengambil data mengenai peran politik perempuan yang berupa
catatan, informasi, buku-buku, jurnal, surat kabar, internet dan

lain sebagainya.
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4. Analisis Data
Teknik Analisis data yang digunakan penyusun adalah deskriptif
kualitatif, yaitu menjelaskan mengenai pemikiran tokoh struktural
PKS DIY terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun
2008 tentang kuota 30% Perempuan di DPR, sikap dan tindakan tokoh
PKS DIY dalam menanggapi UU tersebut, serta dampak pemikiran

tokoh Partai Keadilan Sejahtera wilayah DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka
pembahasannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Dalam hal ini
penyusun membagi pokok pembahasan dalam bab-bab seperti berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar
pemikiran dilakukannya penelitian ini berdasarkan fakta ataupun fenomena
yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini
dibuat. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang membahas alasan
penyusunan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang teori perilaku politik, kerangka konsep perilaku
politik, perilaku politik dalam islam serta dijelaskan pula mengenai

gambaran umum tentang Partai Keadilan Sejahtera yang berisi sejarah
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singkat PKS, lahirnya DPW PKS DIY, letak wilayah politik, Visi dan Misi,
serta Ideologi yang dianut PKS.

Bab tiga menjelaskan tentang respon tokoh DPW Partai Keadilan
Sejahtera DIY mengenai kuota 30% perempuan di DPR, sikap, tindakan,
serta dampak pemikiran tokoh di Partai Keadilan Sejahtera Wilayah DIY.

Bab empat analisis data yang memuat pembahasan yakni pembahasan
mengenai pemikiran, sikap yang diambil Tokoh PKS DIY, dan tindakan
PKS Wilayah DIY dalam menghadapi kebijakan pemerintah mengenai
peran politik perempuan, serta dampak pemikiran tokoh DPW PKS DIY
dalam menanggapi UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008

tentang kuota 30% Perempuan di DPR.

Bab lima adalah penutup dari penyusunan skripsi ini, berisi tentang
kesimpulan dari analisis data mengenai respon tokoh di Partai Keadilan
Sejahtera Wilayah DIY. Dan juga saran-saran yang ditujukan kepada Partai
pada khususnya mengenai penguatan peran politik perempuan dalam hal

kaitannya pemberdayaan peran politik perempuan.



BABII
KERANGKA TEORI PERILAKU POLITIK DALAM RESPON PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP UU PEMILU

A. Definisi Perilaku Politik

Perilaku politik atau (Inggris:Political Behaviour) adalah perilaku
yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan
kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok
diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna
melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik
contohnya adalah :

1. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin

2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai
politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau
lembaga swadaya masyarakat (LSM)

3. Ikut serta dalam pesta politik

4. Tkut mengkritik atan menurunkan para pelaku politik yang berotoritas

5. Berhak untuk menjadi pimpinan politik

17



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil analisis data yang didapat oleh penyusun mengenai Respon
Tokoh DPW PKS DIY terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Jo.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Kuota 30% Perempuan di DPR
dapat disimpulkan yaitu :

1. PKS sebagai partai politik sudah memenuhi kewajibannya untuk
mengikuti dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang sudah
ditetapkan dan diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peran perempuan dalam dunia politik di tubuh PKS menurut penyusun
hanya sebagai pelengkap dan dalam pemenuhan kuota 30%
perempuan di DPR kurang bersungguh-sungguh.

3. Prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam figh siyasah
diterapkan di dalam dunia politik PKS. Bentuk musyawarah yang ada
didalam PKS yang mana dalam islam prinsip musyawarah digunakan
pula pada masa rasulullah SAW dan para shahabat juga yaitu ketikka
pencalonan kader menjadi bakal calon anggota dewan, pihak keluarga
atau suami dari kader peerempuan tersebut diminta ijin terlebih
dahulu.

4. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh struktural PKS tersebut

kurang mendukung terhadap penguatan peran politik perempuan. Hal
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tersebut terbukti dengan beberapa program kerja yang dinyatakan oleh
ketua bidang perempuan PKS DIY yang mana masih kurangnya
pendidikan politik untuk kader perempuan. Hal tersebut berpengaruh
tethadap minat para kader perempuan untuk terjun keranah dunia

politik.

. Dalam memberikan sikap terhadap kebijakan pemerintah mengenai
UU No 12 Tahun 2003 Jo. UU No 10 Tahun 2008 tentang
keterwakilan perempuan di DPR terdapat sedikit pro kontra, jika
dilihat dari yang pro terhadap kebijakan pemerintah yakni sesuai
dengan ideologi partai keadilan sejahtera yakni AI-Numuw wa Al-
Tatawwur (Tumbuh dan Berkembang). Konsistensi yang menjadi
watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnasi
gerakan. Maka prinsip al-numuw wa al-tatawwur harus menjadi
prinsip gerakannya. Sedangkan yang kontra terhadap kebijakan
pemerintah dikarenakan yakni yang dianut oleh kader perempuan PKS
adalah pengarus utamaan keluarga (PUK) bukan pengarus utamaan
gender (PUG) ,jadi keluarga kader lebih di utamakan terlebih dahulu.
Inti dari pro kontra yang terjadi dalam menanggapi kebijakan
pemerintah tersebut adalah DPW partai keadilan sejahtera DIY dalam
memilih bakal calon anggota dewan terkadang tidak sesuai dengan
kapasitas yang dimiliki oleh kader yang ditunjuk partai untuk menjadi

bakal calon anggota dewan.
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B. Saran

1. Dalam memberdayakan peran politik perempuan DPW PKS DIY
kedepannya harus lebih serius untuk memberikan peluang kepada
kadernya, jadi bukan hanya sekedar formalitas pemenuhan syarat
menjadi peserta pemilu saja.

2. DPW PKS DIY yang menjadi bagian dari PKS sebagai partai politik
seharusnya menambah lagi beberapa kegiatan tentang pendidikan
politik untuk kader perempuannya.

3. Dalam memilih bakal calon anggota dewan, seharusnya kedepan PKS
bisa lebih teliti dalam pemilihan bakal calon anggota dewan sesuai
dengan kapasitas yang dimilikinya.

4. Para pembaca atau masyarakat hendaknya menghilangkan mindset
yang berpikiran bahwa partai PKS yang notabene partai islami tidak

memberikan peluang kepada kader perempuannya.
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LAMPIRAN



Lampiran 1

TERJEMAH AYAT AL-QUR’AN
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20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan
isteri yang lain [280], sedang kamu telah
memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, Maka janganlah kamu
mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan
dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

[280] Maksudnya lalah: menceraikan isteri yang
tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru.
Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu
bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta
kembali pemberian-pemberian itu tidak
dibolehkan.




Lampiran 2

DRAF PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Undang-Undang No. 12 tahun 2003 jo. Undang-
Undang No. 10 tahun 2008 tentang kuota 30% perempuan di DPR (SEMUA
ANGGOTA)

2. Apakah anda setuju apabila keterwakilan perempuan di DPR itu mencapai 30%? Alasan?

3. Bagaimana upaya PKS dalam menanggapi Undang-Undang No. 12 tahun 2003 jo.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mengenai kuota 30% perempuan di DPR?

4. Apasaja langkah yang ditempuh PKS dalam memberdayakan perempuan?

5. Dalam pemilihan legislatif berapa posisi perempuan PKS di DPR?

- Dari periode ke periode meningkat atau menurun?
- Apakah PKS mentarget politisi perempuan untuk duduk di DPR?

6. Bagaimana rekrutmen kader (perempuan) di PKS?

7. Apakah PKS juga memberikan kontrak politik untuk politisi yang diusung dan yang
berhasil duduk di DPR ?

8. Mengenai isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai PKS (korupsi daging sapi).
Apakah itu bisa menurunkan elektabilitas PKS?

- Apakah banyak kader-kader baru yang masuk ke PKS setelah mendengar berita

tersebut?



Lampiran 3

Daftar Nama Tokoh PKS DIY

No. Nama Tokoh Jabatan Paraf
1 Muzna Nurhayati Ketua Bidang Perempuan DPW PKS
DIY
s . Staff Deputi Tarbiyah Anak Kader
2 Aini Hidayati Bidang Perempuan DPW PKS DIY
3 Muhammad Rosyidi Sekretaris Kaderisasi DPW PKS
DIY
4 Hest Staff Kesekretariatan DPW PKS
Y DIY
. Staff Ketahanan Keluarga Bidang
> Kuntizg Perempuan DPW PKS DIY
. Ketua Deputi Ketahanan Keluarga
6 Umi Munyzacol Bidang Perempuan DPW PKS DIY
7 Ketua Deputi Tarbiyah Anak Kader
Silvia Dewi Bidang Perempuan DPW PKS DIY
Ayu Staff Bidang Ekonomi
8 Kewirausahaan Bidang Perempuan
DPW PKS DIY
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